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BAB II 

KAJIAN TEORI TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA, JUAL 

BELI, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN E-COMMERCE 

 

A. Tinjauan umum tentang Perjanjian pada umumnya 

1. Pengertian Perjanjian 

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) menyatakan bahwa:“Suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih.” 44 Berdasarkan rumusan tersebut 

dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah:  

a. Suatu perbuatan.  

b. Antara sekurangnya dua orang.  

c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak 

yang berjanji    tersebut.  

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 

1313 KUHPerdata menjelaskan kepada kita semua bahwa perjanjian 

hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam 

bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam 

bentuk pikiran semata-mata.45   

                                                 
 44 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya 

Paramita, , Jakarta, 2008, hlm. 338. 

  45 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,    

Rajawali, Jakarta, 2010, hlm. 7-8. 
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Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata di atas, maka dapat 

dirumuskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana 

dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan 

suatu hal yang bersifat kebendaan yang terletak di dalam lapangan 

harta kekayaan. Definisi tersebut jelas terdapat konsensus antara 

pihak-pihak, untuk melaksanakan suatu hal, mengenai harta 

kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang.46  

2. Unsur-Unsur Perjanjian 

Apabila dirinci, perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai 

berikut: 47 

a. Essentialia, unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, 

merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur essentialia dalam 

perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-

prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, 

yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang 

membedakankannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. 

Unsur essentialia ini pada umumnya dipergunakan dalam 

memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu 

perjanjian. 

                                                 
  46 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya, Bandung, 

2000, hlm.224-225. 

  47 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di 

BidangKenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 67. 
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b. Naturalia, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus 

dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap 

ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau 

melekat pada perjanjian. Unsur naturalia pasti ada dalam suatu 

perjanjian tertentu yaitu berupa kewajiban dari penjual untuk 

menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat 

tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah 

ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa 

“Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang 

dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk 

segala suatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh 

kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”48 

c. Accidentalia, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, 

yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara 

menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para 

pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara 

bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur 

ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi 

yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.49 

 

                                                 
  48 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 

2009, hlm. 118-119. 

 49 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Op.Cit., hlm. 85-90. 
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3. Asas-Asas Perjanjian 

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang 

merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. 

Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kata konsensualisme,  

Asas konsesualisme berasal dari bahasa latin “consensus”, 

yang berarti sepakat. Asas konsensualisme, dapat disimpulkan 

pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Yang berbunyi : “Salah 

satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah 

pihak”.  

b. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda) 

Asas Pacta Sunt servanda berhubungan dengan akibat 

perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan, dalam Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata, yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara 

sah, berlaku sebagai Undang Undang, bagi mereka yang 

membuatnya”.  

c. Asas Kebebasan Berkontrak  

Asas kebebasan berkontrak, dapat dianalisis dari 

ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi : 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai 

Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas 
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Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan 

kebebasan kepada para pihak, untuk :50 

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.  

2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.  

3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan 

persyaratannya.  

4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau 

lisan.   

d. Asas Kepatutan  

Asas ini, dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang 

berbunyi bahwa , “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat 

untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, 

melainkan juga untuk segala suatu yang menurut sifat perjanjian 

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”, 

dimana berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.  

e. Asas Kebiasaan  

Asas ini, dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu 

perjanjian tidak hanya mengikat, untuk apa yang secara tegas 

diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim 

diikuti.  Diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPerdata.51 

Pasal  1339 KUHPerdata, menyatakan ;  

                                                 
 50 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw), Op.Cit, hlm. 158   

 51 Ibid., hlm.159-160 
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Suatu perjanjian tidak hanya mengikat, untuk hal-hal yang 

dengan tegas, dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk 

segala suatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan 

oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang  

Pasal 1347 KUHPerdata, menyatakan :  

Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya 

diperjanjikan,dianggap secara diam-diam dimasukan 

dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas 

dinyatakan. 

f. Asas iktikad baik (Goede Trouw)   

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 

1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Itikad 

baik ada dua yaitu :39   

1) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan 

kesusilaan. 

2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin 

seseorang 

g. Asas Kepribadian   

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan 

perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualian tentang 

janji untuk pihak ketiga terdapat dalam Pasal 1317 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata ayat (1) berbunyi “Dapat pula 

diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu 

perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian 

kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu”, dan ayat 

(2) berbunyi “ Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, 
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tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah 

menyatakan akan mempergunakan syarat itu”. 

4. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian  

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan pada 

ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Untuk 

sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan 4 (empat)  syarat:  

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya Artinya 

sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan 

perundingan sehingga tercapai persetujuan antara kedua belah 

pihak.   

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Pada umumnya 

orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila 

sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin meskipun belum 

berumur 21 tahun dan tidak di bawah pengampuan.  

c. Suatu pokok persoalan tertentu Perjanjian yang tidak memenuhi 

syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun 

diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak 

mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, 

meskipun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku 

antara mereka.  

d. Suatu sebab yang tidak terlarang (Causa yang Halal).  

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab 

orang mengadakan perjanjian, melainkan memperhatikan isi 
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perjanjian yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai 

oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak, 

bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau 

tidak.52 

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdata disebut 

syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek 

perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. 

Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena mengenai 

suatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, 

perjanjian batal demi hukum.53 

5. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah 

Akibat hukum perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1338 

KUHPerdata adalah : 

(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.  

(2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh 

Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.  

(3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

 

                                                 
 52 Subekti dan Tjitrosudibio, Op.Cit., hlm 339. 

 53 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 228-232.    
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Perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi 

pihak-pihak pembuatnya, artinya pihak-pihak harus taat perjanjian itu 

sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar 

perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar 

undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi 

hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian yang ia buat, maka ia 

akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang.54 

Pelaksanaan dengan itikad baik, ada dua macam, yaitu sebagai 

unsur subjektif, dan sebagai ukuran objektif untuk menilai 

pelaksanaan. Dalam hukum benda unsur subjektif berarti “kejujuran“ 

atau “kebersihan“ si pembuatnya. Namun dalam Pasal 1338 ayat (3) 

KUHPerdata, bukanlah dalam arti unsur subjektif ini, melainkan 

pelaksanaan  perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan 

norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi yang dimaksud dengan 

itikad baik disini adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan 

perjanjian itu.  

Jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, 

kelayakan, kesesuaian, kecocokan; sedangkan kesusilaan artinya 

kesopanan, keadaban. Kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan 

dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, 

                                                 
 54  Ibid., hlm. 97.  
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sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh 

masing-masing pihak yang berjanji.55   

Perjanjian memiliki kaitan yang erat dengan jual beli, dimana 

jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang 

satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu 

barang. Sedang pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar 

harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari persoalan 

milik tersebut. 

6. Wanprestasi  

Wanprestasi berarti suatu keadaan dimana debitur tidak 

memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan 

kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Pihak debitur 

dianggap wanprestasi, bila ia memenuhi syarat-syarat dalam keadaan 

lalai, maupun dalam keadaan sengaja.  

Wanprestasi yang dilakukan  debitur dapat berupa 4 (empat) 

macam, yaitu:56 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;  

b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan;  

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan  

                                                 
 55  Ibid., hlm. 99. 

 56 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm.50 
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d. Melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya. 

Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa apabila debitur 

“karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, 

maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya 

sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang 

diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.57 

Pasal 1267 KUHPerdata akibat hukum dari debitur yang telah 

melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi, sebagai berikut: 

a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur, atau dengan 

singkat   dinamakan ganti rugi;  

b.  Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan 

perjanjian;  

c. Peralihan risiko. Benda yang dijanjikan objek perjanjian, sejak 

saat tidak dipenuhinya kewajiban, menjadi tanggung jawab dari 

debitur; dan  

d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan 

hakim. 

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka 

dapat dilakukan tuntutan oleh kreditur, dalam menghadapi debitur 

                                                 
57 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Keempat, Pembimbing Masa, Jakarta, 

1979, hlm.59. 
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yang melakukan wanprestasi, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 

1267 KUHPerdata, yaitu : 

a. Pemenuhan perikatan.  

b. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian.  

c. Ganti kerugian.  

d. Pembatalan perjanjian timbal balik; dan  

e. Pembatalan dengan ganti kerugian.  

Penggantian tentang ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga, 

diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu “Penggantian biaya, rugi, 

dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai 

diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi 

perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus 

diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam 

tenggang waktu yang telah dilampaukannya. 

7. Overmacht 

Dalam perjanjian jual beli juga dikenal dengan overmacht. 

Overmacht yang diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 

KUHPerdata. Dua Pasal ini, terdapat dalam bagian yang mengatur 

tentang ganti rugi. 

Pasal 1244 KUHPerdata, menyatakan ;  

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus menghukum 

mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak 

membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu, 

yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan 

karena suatu hal yang tidak terdugapun tidak dapat 



59 

 

dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun, 

jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.  

Pasal 1245 KUHPerdata, menyatakan ;  

Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila 

lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian 

tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan 

atau berbuat suatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal 

yang sama yang telah melakukan perbuatan yang 

terlarang. 

Overmacht ialah suatu keadaan yang “memaksa”. Overmacht 

menjadi landasan hukum yang “memaafkan“ kesalahan seorang 

debitur. Peristiwa overmacht “mencegah” debitur menanggung akibat 

dan resiko perjanjian. Itulah sebabnya overmacht merupakan 

penyimpangan dari asas hukum. Menurut asas umum setiap kelalaian 

dan keingkaran mengakibatkan si pelaku wajib mengganti kerugian 

serta memikul segala resiko akibat kelalaian dan keingkaran. Akan 

tetapi jika pelaksanaan pemenuhan perjanjian yang menimbulkan 

kerugian terjadi karena overmacht, debitur dibebaskan menanggung 

kerugian yang terjadi.Ini berarti apabila debitur tidak melaksanakan 

perjanjian yang menyebabkan timbulnya kerugian dari pihak kreditur.  

Kerugian terjadi semata-mata oleh keadaan atau peristiwa di 

luar kemampuan perhitungan debitur, maka keadaan atau peristiwa 

tadi menjadi dasar hukum yang melepaskan debitur dari kewajiban 

mengganti kerugian (schadevergoeding). Dengan kata lain, debitur 

bebas dan lepas dari kewajiban membayar ganti rugi, apabila dia 

berada dalam keadaan “overmacht”, dan overmacht itu menghalangi/ 

merintangi debitur melaksanakan pemenuhan prestasi. 
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Dalam keadaan overmacht debitur dibebaskan dari kewajiban 

pemenuhan (nakoming) dan membayar ganti kerugian 

(schadevergoeding). Untuk menjelaskan pembebasan debitur maka 

timbul beberapa teori, antara lain: Teori “ketidakmungkinan” 

(onmogeljkeheid). Ajaran “penghapusan atau peniadaan kesalahan” 

(afwezigheid van schuld) berarti dengan adanya overmacht 

meniadakan kesalahan, sehingga akibat kesalahan yang telah 

ditiadakan tadi tidak boleh/tidak dapat dipertanggung jawabkan 

kepada debitur. Menurut ajaran “ketidakmungkinan”, overmacht 

adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur berada dalam 

keadaan “tidak mungkin” melakukan pemenuhan prestasi yang 

diperjanjikan.  

Kadang-kadang overmacht itu hanya sedemikian rupa saja. 

Tidak sampai betul-betul merintangi/ menghalangi seseorang untuk 

melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan karena itu 

ketidakmungkinan itu harus dibedakan antara:  

a. Ketidakmungkinan “absolut” atau ketidakmungkinan “objektif” 

(absolutonmogelijkheid).  

b. Ketidakmungkinan “relative” atau ketidakmungkinan 

“subjektif” (relativeonmogelijkheid)  

Disamping adanya perbedaan antara ketidakmungkinan 

objektif/ absolut dan subjektif, perlu kiranya dipertanyakan, apakah 

dalam overmacht yang menimbulkan ketidakmungkinan 
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melaksanakan pemenuhan perjanjian terhadap peranan “culpa 

(kealpaan)” pada diri debitur. Jika ada culpa pada debitur, rintangan 

yang terjadi buka semata-mata karena overmacht. Alasan 

ketidakmungkinan tidak memadai melepaskan debitur dari kewajiban 

membayar ganti rugi.58 

B. Tinjauan umum tentang Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli  

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu 

perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar 

harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir 

Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana 

penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang 

kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.59 

2. Terjadinya Perjanjian Jual Beli  

Unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan 

harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat 

tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli.60  Seperti yang 

di atur di dalam Pasal 1465 KUHPerdata yang berbunyi, “harga beli 

harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Namun penaksirannya dapat 

                                                 
58 M Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, PT Alumni, Bandung, 1986, 

hlm.85. 
59 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 

243. 

 60 R. Subekti , Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.2 
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diserahkan kepada pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu tidak suka atau 

tidak mampu membuat taksiran, maka tidaklah terjadi suatu 

pembelian”. 

Perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak 

telah setuju tentang harga dan barang, perjanjian jual beli akan ada 

saat terjadinya atau tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. 

Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam 

Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi “ jual beli dianggap sudah 

terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai 

kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum 

diserahkan maupun harganya belum dibayar ”.61 

Pasal 1321 KUHPerdata dinyatakan bahwa “Tiada sepakat yang 

sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh 

dengan paksaan atau penipuan“. Mengenai apa yang dimaksud dengan 

paksaan itu sendiri, dapat dilihat dalam Pasal 1324 dan Pasal 1325 

KUHPerdata.  

3. Kewajiban Penjual 

Bagi penjual ada kewajiban utama, yaitu:  

a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. 

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan 

yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik 

                                                 
 61 Ibid., hlm.2 
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atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si 

pembeli.  

b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan 

menanggung  terhadap cacat-cacat tersembunyi.62 

Konsekuensi dari jaminan oleh penjual diberikan kepada 

pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh 

miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan dari suatu 

pihak. Mengenai cacat tersembunyi maka penjual menanggung cacat-

cacat yang tersembunyi itu pada barang yang dijualnya meskipun 

penjual tidak mengetahui ada cacat yang tersembunyi dalam objek 

jual beli kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak 

diwajibkan menanggung suatu apapun. Tersembunyi berarti bahwa 

cacat itu tidak mudah dilihat oleh pembeli yang normal.63 

4. Kewajiban Pembeli 

Menurut Abdulkadir Muhammad, kewajiban pokok pembeli itu 

ada dua yaitu menerima barang-barang dan membayar harganya 

sesuai dengan perjanjian diaman jumlah pembayaran biasanya 

ditetapkan dalam perjanjian.64 Sedangkan menurut Subekti, 

kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada 

waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. 

                                                 
  62 Subekti, Aneka Perjanjian,: PT Alumni, Bandung, 1982, hlm. 8. 

  63 Ibid., hlm.8 

  64 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Op.Cit., hlm. 257-258. 
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Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak 

ditetapkan dalam undang-undang.65 

C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian Perlindungan Konsumen  

Perkembangan ekonomi yang pesat telah menghasilkan 

berbagai jenis barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang 

atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan jasa yang 

sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang 

lainnya. Namun kondisi dan fenomena tersebut, pada sisi lainnya 

dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi 

tidak seimbang, dimana konsumen berada di posisi yang lemah. 

Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan 

yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui jalan promosi, cara 

penjualan, serta perjanjian standar yang merugikan konsumen.66 

Timbul kesadaran konsumen, telah melahirkan salah satu 

cabang baru dalam ilmu hukum yaitu hukum Perlindungan Konsumen 

atau yang dikenal juga dengan hukum konsumen (consumers law). 

Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang hukum yang 

bercorak universal. Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum 

asing, namun kalau dilihat dari hukum positif yang sudah ada di 

                                                 
  65 Subekti, Op.Cit., hlm. 20. 

66  Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 11-12.  
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seluruh Indonesia ternyata dasar-dasar yang menopang sudah ada 

sejak dulu termasuk hukum adat. 67 

 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan 

bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan 

kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum,” diharapkan sebagai benteng 

untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan 

pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, 

begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.68 

 Az. Nasution mendefinisikan Perlindungan Konsumen 

adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah 

yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi 

kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai 

keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur 

hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang 

berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen dalam pergaulan 

hidup.69 

 

                                                 
67 Ibid hlm. 12.  
68 Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja   

 Grafindo Persada,  Jakarta, 2004 hlm. 1. 
69 Az.Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, 

Jakarta, 2011, hlm.22.  
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2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen  

Dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia yaitu 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Dengan adanya dasar hukum tersebut, maka jelaslah 

sudah bahwa perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban dari 

konsumen dan pelaku usaha mengenai pengaturannya. Undang-

Undang Perlindungan Konsumen ini memuat aturan-aturan hukum 

tentang perlindungan kepada konsumen yang berupa paying bagi 

perundang-undangan lainnya yang menyangkut konsumen, sekaligus 

mengintegrasikan perundang-undangan itu, sehingga memperkuat 

penegakkan hukum dibidang perlindungan konsumen. Dilihat dari 

isinya, UUPK ini, memuat garis-garis besar perlindungan kepada 

konsumen yang memungkinkan lagi untuk di atur dalam perundang-

undangan tersendiri. 70 

Ada beberapa pakar yang menyebutkan bahwa, hukum 

perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi. 

Penggolongan demikian karena masalah yang diaur dalam hukum 

konsumen adalah hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan 

kebuthan barang dan/atau jasa. Ada pula yang mengelompokan 

                                                 
70 Janus Sidabalok, Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2010, hlm. 51 
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hukum konsumen kepada hukum bisnis atau hukum dagang, karena 

dalam rangkaian pemenuhan barang dan/atau jasa selalu berhubungan 

dengan aspek bisnis dan transaksi perdagangan, demikian pula 

digolongkan sebagai cabang dari hukum perdata disertai alasan bahwa 

hubungan antara konsumen dengan produsen atau pelaku usaha dalam 

aspek pemenuhan barang dan/atau jasa tersebut lebih merupakan 

hubungan-hubungan hukum perdata berkala.71 

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, masih terdapat sejumlah perangkat hukum 

lain yang juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum bagi 

perlindungan konsumen antara lain: 

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 

2001, Tanggal 21 Juli 2001 tentang Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional; 

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2001, Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Perlindungan Konsumen; 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 

2001, Tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya masyarakat; 

                                                 
71 N.T.H. Siahaan, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Panta 

Rei, Jakarta, hlm. 34.  
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d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 

2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembekuan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, 

Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota 

Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, 

Kota Malang dan Kota Makasar; 

e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 301/MPP/KEP/10/2001 tentang 

Pengangkatan, Peberhentian Anggota dan Sekretariat Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen; 

f. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/6/2001 tentang Pendaftaran 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; 

g. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 480/MPP/KEP/6/2002 tanggal 13 Juni 2002 

tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/6/2001 

tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen 

Swadaya Masyarakat; 

h. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 605/MPP/KEP/8/2002 tentang Pengangkatan 

Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsmen pada 

Pemerintah Kota Makasar, Kota Palembang, Kota Surabaya, 
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Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota 

Medan. 

3. Asas Perlindungan Konsumen 

Asas-asas yang terkandung di dalam usaha memberikan 

perlindungan hukum kepada konsumen, ada lima asas berdasarkan 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, yaitu : 

a. Asas Manfaat 

Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakkan 

hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk 

menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau 

sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-

masing pihak, produsen dan konsumen, apa yang menjadi 

haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan 

penegakkan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi 

seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannnya bermanfaat 

bagi kehidupan berbangsa;72 

b. Asas Keadilan 

Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan 

penegakan hukum perlindungan konsumen ini. Kedua belah 

pihak dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan kewajiban 

secara seimbang. Karena itu, Undang-undang ini mengatur 

                                                 
72 Janus Sidabalok, Op.Cit, hlm.31-32. 
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sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha 

(produsen);73  

c. Asas Keseimbangan  

Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha dan 

pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari 

pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. 

Kepentingan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah 

diatur dan harus diwujudkan secara seimbang, sesuai dengan 

hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang 

mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar 

dari pihak yang lain sebagai komponen bangsa dan Negara; 74 

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen  

Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa, 

konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang 

dikonsumsi atau dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu 

tidak mngancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta 

bendanya. Karena itu, undang-undang ini membebankan 

sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan 

sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen dalam 

memproduksi dan mengedarkan produknya;75 

                                                 
73 Ibid., hlm.32 
74 Ibid., hlm.32 
75 Ibid., hlm.33 
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e. Asas Kepastian Hukum  

Asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 

konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara 

menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang ini 

mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban 

yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masing-masing pihak 

memperoleh keadilan. Oleh karena itu, Negara bertugas dan 

menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan 

bunyinya.76 

4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen  

Prinsip yang diterapkan dalam perlindungan terhadap 

konsumen antara lain :77 

a. Let the buyer beware 

Asas ini berasumsi ,pelaku usaha dan konsumen adalah 

dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada 

proteksi apapun bagi konsumen. Tentu saja dalam 

perkembangannya, konsumen tidak mendapat akses informasi 

yang sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsikan nya. 

Ketidakmampuan itu dapat karena keterbatasan pengetahuan 

                                                 
76 Ibid., hlm. 33. 
77http://ainyah38.blogspot.co.id/2013/10/prinsip-prinsip-perlindungan-

konsumen.html, diakses pada hari sabtu 13 januari 2018 

http://ainyah38.blogspot.co.id/2013/10/prinsip-prinsip-perlindungan-konsumen.html
http://ainyah38.blogspot.co.id/2013/10/prinsip-prinsip-perlindungan-konsumen.html
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konsumen, tetapi terlebih-lebih lagi banyak disebabkan oleh 

ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang 

ditawarkannya. Menurut prinsip ini, dalam suatu hubungan jual-

beli keperdataan, yang wajib berhati-hati adalah pembeli. 

b. The Due Care Theory 

Doktrin ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai 

kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, 

baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati ia tidak dapat 

dipersalahkan. Jika ditafsirkan secara a-contrario, maka untuk 

mempersalahkan pelaku usaha seseorang harus dapat 

membuktikan, pelaku usaha itu melanggar prinsip kehati-hatian. 

Ditinjau dari pembagian beban pembuktian si penggugat 

harus memaparkan bukti-bukti sesuai dengan Pasal 1865 

KUHPerdata secara tegas menyatakan , barangsiapa yang 

mengendalikan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan 

haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada 

suatu peristiwa, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak 

atau peristiwa tersebut. Sehingga pengusaha hanya tinggal 

menunggu saja, syarat ini terasa berat bagi konsumen untuk 

menghadirkan bukti-bukti guna memperkuat gugatannya,. 

Sebaliknya, si pelaku usaha dengan berbagai keunggulannya 

relative lebih mudah berkelit 
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c. The Privity of contract 

Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai 

kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat 

dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan 

kontraktual.Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal 

diluar yang diperjanjikan.  

Fonomena kontrak-kontrak standar yang banyak beredar 

di masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak 

berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha 

d. Kontrak bukan syarat 

Prinsip kontrak bukan syarat hanya berlaku untuk obyek 

transaksi berupa barang. sebaliknya, kontrak selalu 

dipersyaratkan untuk transaksi konsumen di bidang jasa. 

5. Tujuan Perlindungan Konsumen   

Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:  

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian 

konsumen untuk melindungi diri;  

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang 

dan/atau jasa; 
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c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan dan menuntut hakhaknya sebagai konsumen;  

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 

untuk mendapatkan informasi; 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha; 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.    

Pasal 3 UUPK ini, merupakan isi pembangunan nasional 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan 

perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang 

harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum 

perlindungan konsumen.78 Keenam tujuan khusus perlindungan 

konsumen yang disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga 

tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan 

keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e.  

Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat 

dalam rumusan huruf a, dan d, serta huruf f. Terakhir tujuan khusus 

yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan 

                                                 
 78 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.cit,  hlm 37. 
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huruf d. Pengelompokkan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti 

yang dapat dilihat dalam rumusan pada huruf a sampai dengan huruf 

f terdapat tujuan yang harus dikualifikasi sebagai tujuan ganda.79  

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya 

fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum 

adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum 

sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif 

(pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang 

secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan 

peraturan hukum.  

Dalam teori perlindungan hukum oleh Soedikno Mertokusumo 

yang menyebutkan kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel  

terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang 

akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan 

tertentu.80 Kemudian pendapat Philipus M. Hadjon, membedakan dua 

macam perlindungan hukum terutama bagi rakyat, yaitu Perlindungan 

hukum yang preventif dan perlidungan hukum yang represif. Pada 

perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau 

                                                 
 79 Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm. 35 

80 E. Fernando dan M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan 

Hukum Kodrat  dan Antinomi Nilai. Cetakan satu, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 44. 
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pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk 

yang definitif.  

D. E-COMMERCE 

1. Pengertian  E-commerce 

E-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk 

produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke 

perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis.81 

Dari berbagai definisi, terdapat kesamaan. Kesamaan tersebut 

memperlihatkan bahwa e-commerce memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

a. Terjadi transaksi antara dua belah pihak.  

b. Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi.  

c. Internet merupakan medium utama dalam proses atau 

mekanisme perdagangan tersebut.82 

2. Ruang lingkup E-commerce 

Kegiatan e-commerce mencakup banyak hal, untuk 

membedakannya e-commerce dibedakan menjadi 3 berdasarkan 

karakteristiknya:  

a. Business to Business, karakteristiknya :  

                                                 
  81 Andreas Viklund, E-commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat dan Ancaman 

menggunakan E-commerce, 2009, http://jurnal-sdm.blogspot.com, diakses pada hari senin 

tanggal 03 Juli 2017 

 82 Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis e-commerce perspektif Islam, Magistra 

Insania Press, Yogyakarta, 2004, hlm.17 
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1) Trading partner yang sudah saling mengetahui dan antara 

mereka   sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup 

lama.  

2) Pertukaran yang dilakukan secara brulang-ulang dan 

berkala dengan format data yang telah disepakati.  

3) Salah satu pelaku tidak harus menunggu partner mereka 

lainnya    untuk mengirimkan data.  

4) Model yang umumnya digunakan adalah peer to peer 

dimana   processing intelligence dapat didistribusikan 

dikedua pelaku bisnis.  

b. Business to consumer, karakteristiknya :  

1) Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan 

secara umum.  

2) Service yang dilakukan juga bersifat umum, 

sehinggamekanismenya juga dapat digunakan oleh orang 

banyak. 

3)  Service yang diberikan adalah berdasarkan permintaan  

4) Sering dilakukan system pendekatan client server.  

c. Consumer to consumer, merupakan transaksi bisnis secara 

elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi 

suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula.83 

 

                                                 
 83 Ibid., hlm. 18 
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3. Syarat Sahnya Perjanjian Jual-beli melalui E-commerce  

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian jual beli yakni sudah 

tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, hal ini juga dapat menjadi 

acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui e-commerce. 

Karena e-commerce juga merupakan kegiatan jual beli yang 

perbedaannya dilakukan melalui media online. Hanya saja dalam jual 

beli melalui e-commerce dilakukan melalui media internet yang dapat 

mempercepat, mempermudah dan transaksi jual beli tersebut. Dalam 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-

Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik juga menambahkan beberapa persyaratan lain, misalnya:  

a. Beritikad baik  (Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) 

b. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan 

Informasi dan/atau Transaksi Elektronik diatur didalam 

Pasal 8 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : 

(1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat 
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yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem 

Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan 

Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik 

yang berada di luar kendali Pengirim.  

(2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik 

di bawah kendali Penerima yang berhak.  

(3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem 

Elektronik tertentu untuk menerima Informasi 

Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki 

Sistem Elektronik yang ditunjuk.  

(4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi 

yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, 

maka: 

(a) waktu pengiriman adalah ketika Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

memasuki sistem informasi pertama yang 

berada di luar kendali Pengirim;  
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(b) waktu penerimaan adalah ketika Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

memasuki sistem informasi terakhir yang 

berada di bawah kendali Penerima.  

 

c. Menggunakan Sistem Elektronik yang andal dan aman 

serta bertanggung jawab jawab diatur didalam Pasal 15 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : 

(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus  

menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal 

dan aman serta bertanggung jawab terhadap 

beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana 

mestinya.  

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung 

jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem 

Elektroniknya.   

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya 

keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian 

pihak pengguna Sistem Elektronik. 
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Dalam perjanjian e-commerce, terdapat proses penawaran dan 

proses persetujuan jenis barang yang dibeli maka transaksi antara 

penjual (seller) dengan pembeli (buyer) selesai. Penjual menerima 

persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima 

konfirmasi bahwa pesanan atau pilihan barang telah diketahui oleh 

penjual. .  

Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah 

membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan 

melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa 

pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat 

pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses 

penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang maka perjanjian 

tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut 

berakhir. 

4. Tujuan E-commerce 

Dengan menggunakan e-commerce maka perusahaan dapat 

lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya. 

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tertuang di 

dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang bertujuan untuk:  

a.  Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari 

masyarakat informasi dunia.  
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b.  Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

c.  Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.  

d.  Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang 

untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang 

penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal 

mungkin dan bertanggung jawab. 

e.  Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi 

pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. 

5. Keuntungan dan Kerugian menggunakan E-commerce  

Keuntungan transaksi  jual beli menggunakan media online atau 

e-commerce :  

a.  Pembeli dengan mudah mendapatkan barang tanpa pergi ke 

toko, dan melakukan penawaran terhadap suatu barang, karena 

dapat dengan langsung melakukan penawaran harga terhadap 

suatu barang sebelum terjadi harga yang sesuai dengan kedua 

belah pihak.  

b.  Pembeli dapat menghemat waktu dalam mendapatkan barang.  

c.  Penjual tidak perlu menyewa sebuah space toko atau gerai yang 

berlokasi strategis untuk memajang produk dan agar lebih laku 

produk kita dan memiliki banyak pelanggan.  

d.   Penjual dapat memajang buka toko selama 7 x 24 jam, karena 

tidak  
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Kerugian menggunakan e-commerce dalam melakukan 

transaksi jual beli:  

a. Kesesuaian barang biasanya membuat pelanggan kecewa 

dengan  produk yang telah dia beli karena tidak sesuai dengan 

barang  yang ada di dalam foto di website, hal ini karena pembeli 

tidak dapat melihat kondisi barang secara langsung.  

b. Proses pengurusan garansi yang tidak jelas, dan kadang 

sulit,terbatas waktu, dan dapat mendapatkan pelanggan dari 

mana saja.  

c.  Kepercayaan menjadi modal utama dalam transaksi, akan tetapi 

saat ini terjadi krisis kepercayaan di masyarakat Indonesia 

sendiri.  

d. Reputasi toko online yang buruk untuk wilayah Indonesia 

sendiri 

6. Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Indonesia memiliki pangsa pasar yang sangat besar, termasuk 

pasar bagi kegiatan perdagangan elektronik, atau disebut e-commerce, 

Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat bahwa terdapat 

93,4 juta pengguna internet di Indonesia dan 7,4 juta di antaranya 

adalah konsumen online shop dengan total nilai transaksi e-commerce 

sebesar $3,5 milliar. Kominfo memperkirakan jumlah online shopper 

http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6385/Potensi+Besar+untuk+Pemasukan+Negara/0/infografis#.Vqtk-EDVr_I
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akan meningkat menjadi 8,4 juta orang dengan nilai transaksi hingga 

$4,89 miliar. 

Potensi besar tersebut belum didukung dengan peraturan 

perundang-undangan yang memadai karena belum ada peraturan yang 

secara khusus diterbitkan untuk mengatur sektor e-commerce. Hingga 

saat ini, hanya terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang e-

commerce (“RPP e-commerce”) sebagai calon peraturan pelaksana 

dari Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU 

Perdagangan”). Selama rancangan peraturan tersebut belum disahkan, 

maka kerangka utama peraturan perundang-undangan terkait kegiatan 

e-commerce masih berpusat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik memang untuk memberikan kepastian hukum 

dan perlindungan bagi para pelaku di sektor e-commerce. Namun, 

banyak anggapan bahwa undang-undang ini belum mampu 

mewujudkan tujuannya tersebut. Pembahasan mengenai 

ketidakmampuan tersebut dapat dimulai dari fakta bahwa tidak 

adanya definisi khusus untuk e-commerce dalam kerangka Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebab kegiatan 

perdagangan yang dilakukan secara elektronik tersebut dipahami 

sebagai “transaksi elektronik”. Padahal, definisi “transaksi 

http://ditjenpdn.kemendag.go.id/id/berita/regulasi/naskah-akademik-rancangan-peraturan-pemerintah-rpp-tentang-perdagangan-elektronis-e-commerce
http://ditjenpdn.kemendag.go.id/id/berita/regulasi/naskah-akademik-rancangan-peraturan-pemerintah-rpp-tentang-perdagangan-elektronis-e-commerce
http://www.kemendag.go.id/id/news/2014/04/29/undang-undang-no-7-tahun-2014-tentang-perdagangan
http://www.kemendag.go.id/id/news/2014/04/29/undang-undang-no-7-tahun-2014-tentang-perdagangan
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elektronik” yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik begitu luas, yaitu perbuatan 

hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan 

komputer, atau media elektronik lainnya.  

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik masih memiliki kekosongan hukum dan oleh karenanya 

memerlukan peraturan pelaksana. Beberapa di antaranya sangat 

berkaitan dengan perkembangan kegiatan e-commerce, seperti: 

a. Ketentuan mengenai penyelenggaraan transaksi 

elektronik 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

mengamanatkan diterbitkannya peraturan pemerintah untuk 

mengatur penyelenggaraan transaksi elektronik dalam ringkup 

publik ataupun privat. Walau demikian, Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan cakupan 

ketentuan penyelenggaraan yang dapat diatur dalam peraturan 

pemerintah tersebut yang terdapat di Pasal 17 Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 

No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

yang berbunyi,bahwa : 

(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan 

dalam lingkup publik ataupun privat. 
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(2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad 

baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

selama transaksi berlangsung. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan 

Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

b. Ketentuan mengenai lembaga sertifikasi keandalan dan 

penyelenggara sertifikasi elektronik 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

mengatur bahwa setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan 

transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi 

keandalan. Lembaga tersebut merupakan lembaga independen 

yang dibentuk oleh para profesional untuk mengaudit dan 

mengeluarkan sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik, 

di mana kegiatannya harus disahkan dan diawasi oleh 

pemerintah yang diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 

pada ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap pelaku usaha yang 

menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh 

Lembaga Sertifikasi Keandalan”, dan pada ayat (2) “Ketentuan 



87 

 

mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah”. 

 

Maksud dari sertifikat keandalan pada Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-

Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik adalah bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan 

perdagangan secara elektronik layak melakukan usahanya 

tersebut, setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang 

berwenang. Keberadaan lembaga sertifikat keandalan jelas 

penting untuk memberikan ukuran kelayakan pelaku usaha di 

bidang e-commerce dan pada akhirnya meningkatkan 

kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi melalui sistem 

elektronik. 

Sejalan dengan ketentuan di atas, UU ITE juga 

mengamanatkan penerbitan peraturan pemerintah mengenai 

penyelenggara sertifikasi elektronik, yaitu badan hukum yang 

memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik. Sertifikat ini 

memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang 

menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi 

elektronik. Sama halnya dengan sertifikat keandalan, sertifikat 

elektronik juga penting untuk meningkatkan kepastian dalam 
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melakukan transaksi e-commerce dan mencegah 

penyalahgunaan data dari para pelaku dalam kegiatan 

perdagangan elektronik. 

Kedua peraturan pelaksana tersebut tak kunjung 

diterbitkan. Padahal, UU ITE telah mengatur bahwa peraturan 

pelaksana dari UU ITE wajib diterbitkan dalam waktu selambat-

lambatnya 2 tahun sejak UU ITE diundangkan (Pasal 54 ayat (2) 

UU ITE). 

Selain kekurangan yang dijelaskan di atas, perlu juga 

dilakukan sosialisasi yang lebih mendalam mengenai ketentuan-

ketentuan dalam UU ITE sehingga masyarakat lebih memahami 

hak dan kewajibannya dalam bertransaksi sebagaimana yang 

sudah diatur dalam UU ITE. Misalnya, hak mengajukan gugatan 

atas kerugian yang dialami atas penggunaan suatu sistem 

elektronik. Bukan sedikit kasus penipuan yang terjadi di bidang 

e-commerce, tapi tidak banyak konsumen yang menindaklanjuti 

hal tersebut sehingga tidak banyak yang mengetahui celah-celah 

penipuan yang dapat terjadi, apalagi cara mengatasinya. Pada 

akhirnya, dapat disimpulkan bahwa memang UU ITE perlu 

ditinjau kembali. Tidak hanya memperbaiki kekurangan-

kekurangan yang dijelaskan sebelumnya, peninjauan kembali 

tersebut juga diaharapkan dapat mengakomodir berbagai 

perkembangan di sektor e-commerce. 


